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KATA PENGANTAR 
 

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini 
merupakan wujud komitmen Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam 
menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan kinerja. 
Laporan tersebut antara lain menguraikan 
rencana kinerja yang telah ditetapkan, 
pencapaian kinerja, realisasi anggaran, 
inovasi, dan achievement BPOM. 
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I 
tahun 2025, terdapat beberapa IKU dengan 
capaian kategori Sangat Baik, namun 
terdapat juga IKU yang masih memerlukan 
kerja keras seluruh jajaran BPOM. 

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada 
periode triwulan I tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian 
tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian 
kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025 ini. Selain itu, capaian yang 
masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar 
target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal 
BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mecapai kinerja yang 
ditargetkan. 
  
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk 
pertangungjawaban BPOM dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik bagi 
jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong 
peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang. 

 

Jakarta,       Mei  2025 
Plh. Kepala BPOM RI 
 
 
     ${ttd_pengirim} 

 
 
JAYADI 

 

  

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana 
evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja 
dalam rangka pencapaian target kinerja. 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2025, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu: 
1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 2) 
Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan; 3) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu; 4) Meningkatnya Efektifitas 
Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan; 5) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap 
kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 6) Layanan Publik BPOM yang Prima; 7) 
Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif. 
Pencapaian ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan 14 (empat belas) indikator 
kinerja. 

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 
1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). Dari 3 (tiga) indikator 
kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori 
“Sangat Baik” (100% ≤ x ≤ 110%); dan 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan ketegori 
“Tidak Dapaat Disimpulkan” (x > 110%). 

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2025 memiliki pagu sebesar 
Rp2.560.935.743.000 (dua triliun lima ratus enam puluh milyar sembilan ratus tiga puluh 
lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan I, telah 
direalisasikan sebesar Rp435.366.020.856 (empat ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus 
enam puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 17% 
dari total pagu anggaran. 

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan 
evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk 
pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan 
tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat 
mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya. 
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A. Gambaran Umum Organisasi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan 
bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, 
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam 
menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan 
nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang 
beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini 
tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan 
konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. 

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 
Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan 
tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan 
Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat 
adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. 

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi: 

1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 
2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 
3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; 
4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; 
5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah; 
6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 
7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 
8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; 
9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; 
10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan  
11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan BPOM. 

1 PENDAHULUAN 
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Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan 
produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan 
menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan 
berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup 
masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak 
memenuhi standar. 

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena 
kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, 
globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM 
untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di 
pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk 
menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan 
bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, 
berkualitas, dan efektif. 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat 
dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 
(empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan 
dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah 
diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) 
ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah 
diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas 
Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang 
diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai 
berikut: 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM  
 
 

C. Mandat dan Peran Strategis 

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat 
beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu: 
1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM 

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut: 
a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung 

melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 
b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan 

regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi 
kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan 
PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang 
mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan 
pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition 
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Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih 
sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi 
pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam 
produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di 
pasaran. 

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi 
Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP 
Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut 
melalui kegiatan berikut: 
a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka 

peningkatan tingkat maturitas  
b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar 
c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan 

masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman) 
d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar 
e. Pengembangan jejaring laboratorium POM 
f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan 

farmasi dan pangan olahan sesuai standar 
g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP 
h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi 
i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai 

Standar kemampuan Laboratorium 
j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang 

memenuhi standar kompetensi 
k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang 

dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans) 
l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan  Kesehatan dalam 

rangka pelaporan KTD/ESO 
m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber) 
n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
o. Peningkatan  Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level 

pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan 
p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar 
q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi 

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan  inovasi teknologi kesehatan 
Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan 
Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, 
informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan 
pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. 
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BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan 
didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. 
Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi 
informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta 
dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi 
dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan 
melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam 
pembuatan kebijakan. 

 
Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung 
infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan 
pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung 
kesehatan masyarakat. 
 
D. Sistematika Pelaporan 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai 
berikut: 

Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 
aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM 
sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029. 
 
Bab II Perencanaan Kinerja 
Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Tahun 2025. 
 
Bab III Akuntabilitas Kinerja 
Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis 
atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi 
anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja. 
 
Bab IV Penutup 
Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan 
pencapaian kinerja berikutnya. 
 
Lampiran 
Berisi data-data lainnya yang diperlukan. 
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A. Rencana Strategis 2025-2029 

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025-2029. 
Tahapan penyusunan Renstra K/L yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L 
yang telah disusun pada tahun 2024, penyusunan Rancanagan Renstra K/L (didahului 
dengan Rancangan Awal Renstra K/L), dan Penyesuaian Rancangan Resntra K/L. 
Berdasarkan timeline penyusunan Renstra K/l yang ditetapkan oleh Kementerian 
PPN/Bappenas, pada bulan Januari – Juni 2025 merupakan waktu untuk penyesuaian 
rancangan Renstra K/L. Penetapan Resntra K/L dilakukan pada bulan Juni 2025. 
Perencanaan Kinerja di tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rancangan 
Renstra BPOM tahun 2025-2029. 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat 
dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-
2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas 
dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah 
melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM 
berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: 
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, 
maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:  

 

2 PERENCANAAN 
KINERJA 

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing 
dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju  

Indonesia Emas 2045  

VISI 

 

MISI 

 
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan 
kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, 
dan Masyarakat 

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 
produktif dan berdaya saing 

Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 
mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan 
publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

1 

2 

3 

4 
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Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah 
merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini 
dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan 
dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di 
Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek 
keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan 
masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu. 
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk 
sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar 
keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam 
perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk 
yang aman dan berkualitas. 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan yang Aman dan Bermutu.  
Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang 
aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat 
untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi 
sediaan farmasi dan pangan olahan. 

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan 
Keberpihakan pada UMKM. 
Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 
sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi 
lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya 
akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian 
bangsa. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan. 
Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko 
kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan 
penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta 
Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus 
memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. 
Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan 
BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. 
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Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam 
memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di 
Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

Sasaran Strategis 

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang 
secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang 
ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah 
merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini 
dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta 
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan 
farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut: 
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Aman dan Bermutu 
4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam 

pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 
6. Layanan Publik BPOM yang Prima 
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif 

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu 
atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat  
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator 
 

Visi: 
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama 
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” 

 

Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 
Strategis 

1. Meningkatkan 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan serta 

Terwujudnya Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang Aman 
dan Bermutu 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

1. Persentase 
Sediaan Farmasi 
yang aman dan 
bermutu 

2. Persentase 
Pangan Olahan 
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Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 
Strategis 

penindakan 
kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan melalui 
kolaborasi 
pemerintah, 
pelaku usaha, 
dan masyarakat 

yang aman dan 
bermutu 

3. Persentase PIRT 
yang aman dan 
bermutu 

4. Indeks Kualitas 
Kebijakan di 
Bidang 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 

5. Indeks Efektivitas 
Koordinasi 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 

6. Indeks 
Kepatuhan 
Pelaku Usaha di 
bidang Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Menguatnya 
kapasitas 
laboratorium BPOM 
dalam mendukung 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

Persentase 
pemenuhan Grand 
Design penguatan 
laboratorium 
pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

Terwujudnya 
Perlindungan 
Masyarakat dari 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
yang Berkeadilan 
terhadap Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Indeks Efektivitas 
Penegakan Hukum 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

2. Memfasilitasi 
percepatan 
pengembangan 
dunia usaha 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan dengan 
keberpihakan 
terhadap UMKM 
dalam rangka 
membangun 
struktur ekonomi 

Terwujudnya 
pertumbuhan dunia 
usaha yang 
mendukung daya 
saing industri 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan serta 
kemandirian bangsa 
dengan 
keberpihakan pada 
UMKM 

Layanan Publik 
BPOM yang Prima 

Indeks Pelayanan 
Publik BPOM 

Meningkatnya 
efektivitas regulatory 
assistance dan 
kemandirian industri 
dalam 
pengembangan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

1. Persentase 
inovasi sediaan 
farmasi dan 
pangan olahan 
yang dikawal 
sesuai standar 

2. Persentase 
UMKM yang 
menerapkan 
standar 
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Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran 
Strategis 

yang produktif 
dan berdaya 
saing 

keamanan dan 
mutu produksi 
Obat Bahan 
Alam, Kosmetik, 
dan Pangan 
Olahan 

3. Tingkat 
Kemandirian 
pelaku usaha 
sediaan farmasi 
dan pangan 
olahan 

3. Membangun 
SDM unggul 
terkait Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
dengan 
mengembangkan 
kemitraan 
bersama seluruh 
komponen 
bangsa 

Terwujudnya 
masyarakat yang 
cerdas memilih 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
aman dan bermutu 

Meningkatnya 
Kesadaran 
Masyarakat atas 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
Aman dan Bermutu 

Indeks Kesadaran 
Masyarakat terhadap 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
Aman dan Bermutu 

4. Pengelolaan 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif, dan 
terpercaya untuk 
memberikan 
pelayanan publik 
yang prima di 
bidang Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Terwujudnya 
Organisasi yang 
Profesional, Adaptif, 
Efektif dan Efisien 
serta Layanan Publik 
yang Prima 

Terwujudnya 
organisasi dan tata 
kelola BPOM yang 
berintegritas dan 
adaptif 

Indeks RB BPOM 

 

B. Prioritas Nasional Tahun 2025 

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 
2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas 
Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan 
misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk 
mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. 
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Gambar 2.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan 

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam 
pencapaian sasaran dan indikator pada Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat 
Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, 
Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang 
Disabilitas.  Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025. 

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2025 yang Terkait dengan BPOM 

Prioritas Nasional/ 
Program Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas/ 

Proyek Prioritas 

Sasaran Indikator Baseline 
2024 

Target 
2025 

Koordinator/ 
Pengampu 

04.13 
PP: Pengendalian Penyakit 
dan Pembudayaan Hidup 
Sehat 

     

04.13.05 
KP: Pembudayaan Hidup 
Sehat dan Pengendalian 
Faktor Risiko PTM 

01- 
Meningkatnya 
upaya 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 

07 – Persentase 
label produk 
tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 

(indikator 
baru) 

75 BPOM 
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Prioritas Nasional/ 
Program Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas/ 

Proyek Prioritas 

Sasaran Indikator Baseline 
2024 

Target 
2025 

Koordinator/ 
Pengampu 

pembudayaan 
hidup sehat 
dan 
pengendalian 
faktor risiko 
PTM 

memenuhi 
ketentuan 

04.14 
PP: Penguatan Kapasitas 
Ketahanan Kesehatan 

01-  
Meningkatnya 
kapasitas 
ketahanan 
kesehatan 
untuk 
melindungi 
penduduk 
dari ancaman 
kedaruratan 
kesehatan, 
termasuk 
penyakit 
emerging 
dan re-
emerging, 
dengan 
meningkatkan 
kemampuan 
dalam 
mencegah, 
mendeteksi, 
dan 
merespons 
secara 
efektif dan 
cepat 

06 – Persentase 
Sediaan Farmasi 
aman dan 
bermutu 

(indikator 
baru) 

72,5 BPOM 

04.14.03 
KP: Penguatan Sistem 
Pengawasan Pangan dan 
Sediaan Farmasi 

01 - 
Meningkatnya 
kapasitas 
sistem 
ketahanan 
kesehatan 
melalui 
penguatan 
sistem 
pengawasan 
pangan dan 

03 - Persentase 
kab/kota 
Pangan Aman 

13 (2023) 14 BPOM 

04 - Persentase 
pangan olahan 
yang aman dan 
bermutu 

77,8 
(2023) 

78 BPOM 

05 - Persentase 
pangan industri 
rumah tangga 
aman dan 
bermutu 

73,3 
(2023) 

75 BPOM 
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Prioritas Nasional/ 
Program Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas/ 

Proyek Prioritas 

Sasaran Indikator Baseline 
2024 

Target 
2025 

Koordinator/ 
Pengampu 

sediaan 
farmasi 

06 - Persentase 
obat yang aman 
dan bermutu 

(indikator 
baru) 

90 BPOM 

07 - Persentase 
obat bahan alam 
yang aman dan 
bermutu 

(indikator 
baru) 

65 BPOM 

08 - Persentase 
suplemen 
kesehatan yang 
aman dan 
bermutu 

(indikator 
baru) 

68 BPOM 

09 - Persentase 
kosmetik yang 
aman dan 
bermutu 

(indikator 
baru) 

62 BPOM 

 

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2025, telah 
disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025 sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya Efektivitas 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

1 Persentase Sediaan Farmasi yang Aman 
dan Bermutu 

86,07 

2 Persentase pangan olahan yang aman 
dan bermutu 

78 

3 Persentase PIRT yang aman dan bermutu 75 
4 Indeks kualitas kebijakan pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan olahan 
88,05 

5 Indeks efektivitas koordinasi pengawasan 
sediaan farmasi dan pangan olahan 

64,25 

6 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang 
sediaan farmasi dan pangan olahan 

77,1 

2 Menguatnya Kapasitas 
Laboratorium BPOM dalam 
Mendukung Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

7 Persentase pemenuhan Grand Design 
penguatan laboratorium pengujian 
sediaan farmasi dan pangan olahan 

51,7 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

3 Meningkatnya Kesadaran 
Masyarakat atas Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang Aman dan 
Bermutu 

8 Indeks kesadaran masyarakat terhadap 
sediaan farmasi dan pangan olahan yang 
aman dan bermutu 

90,8 

4 Meningkatnya Efektifitas 
Regulatory Assistance dan 
Kemandirian Industri 
dalam Pengembangan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

9 Persentase inovasi sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang dikawal sesuai 
standar 

71,3 

10 Persentase UMKM yang menerapkan 
standar keamanan dan mutu produksi 
OBA, Kos, dan Pangan Olahan 

64 

11 Tingkat kemandirian pelaku usaha 
sediaan farmasi dan pangan olahan 

32,75 

5 Terwujudnya Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan 
Terhadap kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

12 Indeks efektivitas penegakan hukum 
kejahatan sediaan farmasi dan pangan 
olahan 

74,5 

6 Layanan Publik BPOM yang 
Prima 

13 Indeks Pelayanan Publik BPOM 4,70 

7 Terwujudnya Organisasi 
dan Tata Kelola BPOM yang 
Berintegritas dan Adaptif 

14 Indeks RB BPOM 90,05 

 

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, 
transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja 
BPOM 2025 secara rinci sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Frekuensi 
Pelaporan 

1 Meningkatnya efektivitas 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

1 Persentase Sediaan Farmasi 
yang aman dan bermutu 

72,5 Bulanan 

2 Persentase Pangan Olahan 
yang aman dan bermutu 

78 Bulanan 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Frekuensi 
Pelaporan 

3 Persentase PIRT yang aman 
dan bermutu 

75 Bulanan 

4 Indeks Kualitas Kebijakan di 
Bidang Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

88,5 Tahunan 

5 Indeks Efektivitas Koordinasi 
Pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 

50,98 Tahunan 

6 Indeks Kepatuhan Pelaku 
Usaha di bidang Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

82,5 Tahunan 

2 Menguatnya kapasitas 
laboratorium BPOM dalam 
mendukung pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

7 Persentase pemenuhan 
Grand Design penguatan 
laboratorium pengujian 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan 

41,3 Bulanan 
(mulai B06) 

3 Meningkatnya Kesadaran 
Masyarakat atas Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang Aman dan Bermutu 

8 Indeks Kesadaran Masyarakat 
terhadap Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
Aman dan Bermutu 

88,2 Tahunan 

4 Meningkatnya efektivitas 
regulatory assistance dan 
kemandirian industri dalam 
pengembangan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

9 Persentase inovasi sediaan 
farmasi dan pangan olahan 
yang dikawal sesuai standar 

71,3 Tahunan 

10 Persentase UMKM yang 
menerapkan standar 
keamanan dan mutu produksi 
Obat Bahan Alam, Kosmetik, 
dan Pangan Olahan 

64 Bulanan 
(mulai B06) 

11 Tingkat Kemandirian pelaku 
usaha sediaan farmasi dan 
pangan olahan 

34,75 Tahunan 

5 Terwujudnya Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan 
terhadap Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

12 Indeks Efektivitas Penegakan 
Hukum Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

74,4 Tahunan 

6 Layanan Publik BPOM yang 
Prima 

13 Indeks Pelayanan Publik 
BPOM 

4,35 Tahunan 

7 Terwujudnya organisasi dan 
tata kelola BPOM yang 
berintegritas dan adaptif 

14 Indeks RB BPOM 90,05 Tahunan 
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Perjanjian Kinerja BPOM 2025 jika dibandingkan dengan dokumen Draft Renstra 2025-
2029 dan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025, terdapat beberapa penyesuaian target 
sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian dengan 
alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Berikut matriks perbandingan 
Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2025: 
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Tabel 2.5. Sandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Keterangan 
RKT PK 

Draft 
Renstra 

1 Meningkatnya Efektivitas 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

1 Persentase Sediaan Farmasi 
yang Aman dan Bermutu 

86,07 72,5 72,5 Perubahan target pada PK menyesuaikan 
dengan baseline indikator tahun 2023 yaitu 
72,4% 

2 Persentase pangan olahan yang 
aman dan bermutu 

78 78 78 - 

3 Persentase PIRT yang aman dan 
bermutu 

75 75 75 - 

4 Indeks kualitas kebijakan 
pengawasan sediaan farmasi 
dan pangan olahan 

88,05 88,5 88,5 - 

5 Indeks efektivitas koordinasi 
pengawasan sediaan farmasi 
dan pangan olahan 

64,25 50,98 50,47 Penurunan target 2025 pada draft Renstra 
dibanding PK karena adanya penurunan 
target komponen pembentuk, yaitu: 
1. Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan Obat Bahan Alam 
Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan 
Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh 
lintas sektor semula 85 menjadi 83 

2. Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang ditindaklanjuti 
oleh stakeholder (UPT) semula 84,37 
menjadi 83,29 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Keterangan 
RKT PK 

Draft 
Renstra 

6 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha 
di bidang sediaan farmasi dan 
pangan olahan 

77,1 82,5 82,5 Perubahan target pada PK menyesuaikan 
dengan baseline indikator tahun 2024 yaitu 
82,41 

2 Menguatnya Kapasitas 
Laboratorium BPOM 
dalam Mendukung 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

7 Persentase pemenuhan Grand 
Design penguatan laboratorium 
pengujian sediaan farmasi dan 
pangan olahan 

51,7 41,3 42,3  

3 Meningkatnya Kesadaran 
Masyarakat atas Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang Aman dan 
Bermutu 

8 Indeks kesadaran masyarakat 
terhadap sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang aman dan 
bermutu 

90,8 88,2 88,2 Perubahan target pada PK menyesuaikan 
dengan baseline indikator tahun 2024 yaitu 
88,09 

4 Meningkatnya Efektifitas 
Regulatory Assistance 
dan Kemandirian Industri 
dalam Pengembangan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

9 Persentase inovasi sediaan 
farmasi dan pangan olahan yang 
dikawal sesuai standar 

71,3 71,3 81,7  

10 Persentase UMKM yang 
menerapkan standar keamanan 
dan mutu produksi OBA, Kos, 
dan Pangan Olahan 

64 64 70  

11 Tingkat kemandirian pelaku 
usaha sediaan farmasi dan 
pangan olahan 

32,75 34,75 34,75  
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Keterangan 
RKT PK 

Draft 
Renstra 

5 Terwujudnya Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan 
Terhadap kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

12 Indeks efektivitas penegakan 
hukum kejahatan sediaan 
farmasi dan pangan olahan 

74,5 74,4 74,4 - 

6 Layanan Publik BPOM 
yang Prima 

13 Indeks Pelayanan Publik BPOM 4,70 4,35 4,35 - 

7 Terwujudnya Organisasi 
dan Tata Kelola BPOM 
yang Berintegritas dan 
Adaptif 

14 Indeks RB BPOM 90,05 90,05 96,3 Perubahan target pada Draft Renstra 
menyesuaikan dengan baseline indikator 
tahun 2024 yaitu 96,27 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa RKT dimungkinkan mengalami penyesuaian atau pemutakhiran dengan PK. Hal ini dengan 
memperhatikan baseline data dan alokasi anggaran yang diberikan.  
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Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, BPOM mendapat 
dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.560.935.743.000 yang digunakan untuk 
melaksanakan 2 program sebagai berikut: 

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Program 

No Program Anggaran (Rp) 
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan  1.247.224.622.000 
2 Program Dukungan Manajemen 1.313.711.121.000 

Total 2.560.935.743.000 
 
Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran 
strategis tahun 2025 sebagai berikut: 

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Anggaran 

(Rp) 
1 Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

1 Persentase Sediaan 
Farmasi yang aman dan 
bermutu 

72,5 53.611.906.500 

2 Persentase Pangan Olahan 
yang aman dan bermutu 

78 23.789.457.400 

3 Persentase PIRT yang 
aman dan bermutu 

75 1.800.910.200 

4 Indeks Kualitas Kebijakan 
di Bidang Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

88,5 18.814.603.000 

5 Indeks Efektivitas 
Koordinasi Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

50,98 22.407.827.200 

6 Indeks Kepatuhan Pelaku 
Usaha di bidang Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

82,5 75.002.521.700 

2 Menguatnya kapasitas 
laboratorium BPOM 
dalam mendukung 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

7 Persentase pemenuhan 
Grand Design penguatan 
laboratorium pengujian 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

41,3 321.324.879.000 

3 Meningkatnya Kesadaran 
Masyarakat atas Sediaan 
Farmasi dan Pangan 

8 Indeks Kesadaran 
Masyarakat terhadap 
Sediaan Farmasi dan 

88,2 226.321.005.000 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Anggaran 

(Rp) 
Olahan yang Aman dan 
Bermutu 

Pangan Olahan yang Aman 
dan Bermutu 

4 Meningkatnya efektivitas 
regulatory assistance dan 
kemandirian industri 
dalam pengembangan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

9 Persentase inovasi 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
dikawal sesuai standar 

71,3 11.107.981.000 

10 Persentase UMKM yang 
menerapkan standar 
keamanan dan mutu 
produksi Obat Bahan 
Alam, Kosmetik, dan 
Pangan Olahan 

64 16.887.654.000 

11 Tingkat Kemandirian 
pelaku usaha sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan 

34,75 3.779.700.000 

5 Terwujudnya Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan 
terhadap Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

12 Indeks Efektivitas 
Penegakan Hukum 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

74,4 76.426.319.000 

6 Layanan Publik BPOM 
yang Prima 

13 Indeks Pelayanan Publik 
BPOM 

4,35 125.883.513.000 

7 Terwujudnya organisasi 
dan tata kelola BPOM 
yang berintegritas dan 
adaptif 

14 Indeks RB BPOM 90,05 1.583.777.466.000 

 

E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara 
membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini: 

 

  

 

Kriteria pencapaian IKSP berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 
PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan 
Kerja di Lingkungan BPOM sebagai berikut: 

 

 
%Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 
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Tabel 2.7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

 Kategori Capaian IKU Notifikasi 
Warna 

Kesimpulan 
Efektivitas 

Tidak Dapat Disimpulkan >110%  - 

Sangat Baik 100% < x  ≤ 110%  
 

Sangat Efektif 

Baik 90% < x  ≤ 100%  Efektif 

Cukup 60% ≤ x  ≤ 90%  
 

Kurang Efektif 

Kurang <60%  
 

Tidak Efektif 

 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:  

1. NKO Periodik  
NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO 
periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang 
telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian 
kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian 
>110% maka dinormalisasi menjadi 110%. Perhitungan NKO periodik sebagai 
berikut: 

 

Tabel 2.8 Perhitungan NKO Periodik 

No Sasaran Indiktor 
Kinerja Target Realisasi Capaian 

(1) 

Normalisasi 
Capaian PK 

(2) 

1       

2       

3       

Total Capaian PK (3)  

Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4)  

Predikat NKO (5)  

Keterangan: 
(1) = (realisasi/target)x100% 
(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%. 
(3) = penjumlahan kolom (2) 
(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP 
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2. NKO tahunan  
NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. 
NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat 
kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja 
Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Capaian Perjanjian 
Kinerja (PK) dan (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

 

Tabel 2.9 Perhitungan NKO Tahunan 

N
o 

Sasaran 
Indiktor 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 

(1) 

Normalisas
i 

Capaian PK 
(2) 

Koreksi 
Normalisasi 
Capaian PK 

Berdasarkan 
Predikat 

AKIP 
(3) 

Nilai Akhir 
Capaian 

PK  
(4) 

{(2)x(100%-
(3))x100) 

1         

2         

3         

 Total Capaian PK (5)  

 Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)  

 Predikat NKO (7)  

Keterangan: 
(1) = (realisasi/target)x100% 
(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%. 
(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP 
(4) = {(2)x(100%-(3))x100)} 
(5) = penjumlahan kolom (4) 
(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP 
 

Tabel 2.10 Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP 

Predikat AKIP 
Koreksi Capaian PK setelah 

Normalisasi 
AA 0% 
A 0% 

BB 10% 
B 15% 

CC 20% 
C 30% 
D 30% 
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Predikat NKO sesuai tabel berikut: 

Tabel 2.11 Predikat NKO 

Predikat NKO Notifikasi Warna 

Istimewa >110%  

Baik 80% < x ≤ 100%  

Butuh Perbaikan 60% < x ≤ 80%  

Kurang 20% < x ≤ 60%  

Sangat Kurang 0% ≤ x ≤ 20%  

 
Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan I tahun 2025 
dibandingkan dengan target akhir tahun 2025, digunakan kriteria sebagai berikut: 
 

Tabel 2.12 Kriteria Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Target Akhir 
Tahun 2025 

Notifikasi Kriteria Nilai 

 Tercapai/Melampaui ≥100% 

 Akan Tercapai 70%≤x<100% 

 Perlu Upaya Keras <75% 

 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai 
target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras 
dalam mencapai target akhir tahun. 
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A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025 

Pengukuran capaian kinerja BPOM Triwulan I tahun 2025 merupakan hasil dari 
pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Maret 2025. Dari 7 
(tujuh) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang diukur pada 
Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator 
kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja 
BPOM (NKO) triwulan I tahun 2025 sebesar 115,62 dengan kriteria Istimewa (sumber 
aplikasi SIMETRIS e-Performance). Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 
mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian 
Kinerja Organisasi. 

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2025 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja  

Sasaran Strategis 
(IKSS) 

Target 
Tahunan 

Capaian Kinerja Triwulan I 
Notifikasi 

Target Realisasi % 

SS
1 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan 

IKSS1 Persentase Sediaan 
Farmasi yang aman 
dan bermutu 

72,5 72,5 85,80 118,34  

IKSS2 Persentase Pangan 
Olahan yang aman 
dan bermutu 

78 78 93,86 120,34  

IKSS3 Persentase PIRT yang 
aman dan bermutu 

75 75 81,13 108,18  

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3 

Keterangan: 

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna 

Tidak Dapat Disimpulkan >110%  

Sangat Baik 100% < x ≤ 110%  

Baik  90% < x ≤ 100%  

Cukup 60% ≤ x ≤ 90%  

Kurang <60%  

 

3 AKUNTABILITAS 
KINERJA 
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B. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan 
kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai 
pernyataan klaim kinerja. 

1. Sasaran Strategis (SS1)  

Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan 

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam 
mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko 
kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti 
optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis 
untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung 
pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan 
agar lebih responsif dan efektif. 

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap 
regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi 
koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang 
kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas 
dan adil. 

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase 
Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan yang aman 
dan bermutu; (3) Persentase PIRT yang aman dan bermutu; (4) Indeks Kualitas 
Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks 
Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) 
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 
Pengukuran terhadap indikator nomor 4, 5, dan 6 akan dilakukan pada Triwulan IV 
2025. 

1) IKSS 1 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, 
psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. 
Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan 
yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, 
dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. 
 
Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan 
bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin 
edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan 
label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium. 
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Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut: 
Obat: 0,302    Kosmetik: 0,231 
Obat Bahan Alam (OBA): 0,243 Suplemen Kesehatan: 0,224 
 
Pada triwulan I ini (Maret 2025) jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan 
diuji adalah sebanyak 3.814 sampel dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sedian Farmasi per Komoditi 

Komoditi 
Jumlah 

Sampel Aman 
dan Bermutu 

Jumlah Sampel 
yang Diperiksa 

dan Diuji 
% 

Bobot 
Komoditi 

Hasil 
Perkalian 

Bobot 
Obat 951 986 96,45 0,302 29,13% 
Obat Bahan 
Alam 

694 989 70,17 0,243 17,05% 

Suplemen 
Kesehatan 

212 251 84,46 0,224 18,92% 

Kosmetik 1423 1588 89,61 0,231 20,70% 
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu 85,80% 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat 
kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan sediaan farmasi di Indonesia 
mencapai 85,80%. Komoditi obat menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, 
dengan 96,45% dari 986 produk yang diperiksa memenuhi syarat aman dan 
bermutu. Dengan bobot komoditi sebesar 0,302, kontribusi obat terhadap hasil 
akhir sebesar 29,13%, yang merupakan kontribusi tertinggi di antara keempat 
komoditi. Sementara itu, komoditi obat bahan alam memiliki tingkat kepatuhan 
terendah, yaitu 70,17%, dengan kontribusi bobot sebesar 17,05%. 

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu 

IKSS1 - Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu 

Target 
2025 

B01 B02 B03 
Kategori 

Capaian Terhadap 
Target 1 Tahun 

T R % T R % T R % % Kategori 

72,5 - - - 72,5 88,63 122,25 72,5 85,80 118,34 Tidak 
Dapat 
Disimpulkan 

118,34 Tercapai/ 
melampaui 

 
Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan 
triwulan I (B03) sebesar 85,80%. Dibandingkan dengan target triwulan I tahun 

% 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖
 x 100% 
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2025 sebesar 72,5%, capaian indikator adalah 118,34% dengan kategori “Tidak 
Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru 
sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, 
realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan 
target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga 
capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 118,34% 
dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator 
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu antara lain: 
a) Pelaksanaan Workshop Pemantapan Teknis Pengawasan Post Market Obat 

Beredar Tahun 2025 sebagai sarana sosialisasi dan diseminasi update 
kebijakan yang tertuang dalam Pedoman sampling dan pengujian obat tahun 
2025 kepada UPT BPOM seluruh Indonesia 

b) Peningkatan koordinasi yang baik antara UPT dan pusat 
c) Pelaksanaan pedoman sampling  mengacu pada Pelaksanaan Sampling dan 

Pengujian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 95 Tahun 
2025 

d) evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian oleh UPT 

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain: 
1) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis untuk menilai 

efektivitas proses sampling dan pengujian, mengidentifikasi tren 
ketidaksesuaian mutu obat.  

2) Sinergi antara pusat dan daerah, termasuk peran aktif UPT BPOM di seluruh 
Indonesia, menjadi fondasi dalam memperluas jangkauan pengawasan serta 
meningkatkan kualitas hasil pengawasan 

3) Melakukan monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian kosmetik yang 
dilakukan UPT sesuai dengan Pedoman Sampling 

4) Melakukan analisis hasil pengawasan pengawasan yang dilaksanakan oleh 
UPT 

 
2) IKSS 2 - Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 

 
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala 
sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun 
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan 
bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 
pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan 
atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa 
bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. 
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Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan 
bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, 
baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (compliance) 
terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan. 

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan yang aman dan 
bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin 
edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan 
label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian. 
 
  

 
 

% 𝑃𝑂 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢 =
(𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃𝑂 𝑇𝐼𝐸+𝑃𝑂 𝑅𝑢𝑠𝑎𝑘+𝑃𝑂 𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑢𝑤𝑎𝑟𝑠𝑎+𝑇𝑀𝑆 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃𝑂
 x 100% 

 
 

Tabel 3.4 Capaian Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 

IKSS1 - Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 

Target 
2025 

B01 B02 B03 
Kategori 

Capaian Terhadap 
Target 1 Tahun 

T R % T R % T R % % Kategori 

78 - - - 78 99,14 
(dari 349 
sampel) 

127,10 78 93,86 
(dari 1157 
sampel) 

120,34 Tidak 
Dapat 
Disimpulkan  

120,34 Tercapai/ 
melampaui 

 
Pada triwulan I-2025 jumlah sampel pangan olahan yang telah diperiksa dan diuji 
adalah sebanyak 1.157 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 
sebanyak 1.086 sampel (93,86%) dinyatakan aman dan bermutu sedangkan 
sisanya sebanyak 71 sampel (6,14%) dinyatakan tidak memenuhi syarat aman 
dan bermutu. 
Jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 78%, capaian 
indikator adalah 120,34% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini 
disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang 
telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada 
triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang 
merupakan rata-rata dari target triwulannya, maka capaian realisasi indikator ini 
terhadap target tahunannya adalah 120,34% dengan kategori 
“Tercapai/Melampaui”. 
Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator 
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu antara lain: 
a) Evaluasi penyesuaian anggaran dan target sampling dan pengujian UPT pada 

TW I 

% 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑂𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢 = 100% - % Pangan Olahan tidak aman dan bermutu 
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Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain: 
1) Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pelaksanaan sampling dan 

pengujian sesuai dengan Surat Sestama No: B-PR.05.03.2.04.25.191 tentang 
Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran 

2) Monitoring pelaksanaan UPT terkait sampling dan pengujian dengan konsep 
baru (Risk Based Targeted Sampling) 

 
 

3) IKSS 3 - Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang Aman dan Bermutu 

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. 
Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa 
dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar. 

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan industri rumah tangga yang 
aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor 
izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan 
label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian. 

 

 

 

% 𝑃𝐼𝑅𝑇 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢 =
(𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑅𝑇 𝑇𝐼𝐸 + 𝑃𝐼𝑅𝑇 𝑅𝑢𝑠𝑎𝑘 + 𝑃𝐼𝑅𝑇 𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑢𝑤𝑎𝑟𝑠𝑎 + 𝑇𝑀𝑆 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑅𝑇
 𝑋 100% 

 

Tabel 3.5 Capaian Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu 

IKSS1 - Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu 

Target 
2025 

B01 B02 B03 
Kategori 

Capaian Terhadap 
Target 1 Tahun 

T R % T R % T R % % Kategori 

75 - - - 75 86,67 
(dari 210 
sampel) 

115,56 75 81,83 
(dari 
583 

samp
el) 

108,18 Sangat 
Baik  

108,18 Tercapai/ 
melampaui 

 

Pada triwulan I-2025 jumlah sampel PIRT yang telah diperiksa dan diuji adalah 
sebanyak 583 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 
sebanyak 473 sampel (81,83%) dinyatakan aman dan bermutu sedangkan 
sisanya sebanyak 110 sampel (18,17%) dinyatakan tidak memenuhi syarat aman 
dan bermutu. 

% 𝑃𝐼𝑅𝑇 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑢 = 100% - % PIRT tidak aman dan bermutu 
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Jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 75%, capaian 
indikator adalah 108,18% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika 
dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target 
triwulannya, maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya 
adalah 108,18% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Namun demikan jumlah 
sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan 
diuji sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.  
 
Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator 
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu antara lain: 
a) Evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian TW 1 yang dilakukan UPT 

sesuai dengan Pedoman Sampling 

Untuk perbaikan ke depan akan dilakukan monitoring pelaksanaan sampling dan 
pengujian PIRT yang dilakukan UPT agar sesuai dengan Pedoman Sampling 
 

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi  
Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan 
rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:
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Tabel 3... Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi 
 

No Indikator Kondisi Awal Rekomendasi Timeline 

Progres Rencana Aksi 

Kondisi Akhir Rencana aksi yang 
sudah Selesai 

Belum 

Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Persentase 
Sediaan 
Farmasi 
yang Aman 
dan 
Bermutu 

Target indikator 
tercapai, namun 
berada dalam kategori 
Tidak Dapat 
Disimpulkan (>110%). 
Hal ini disebabkan 
jumlah sampel yang 
selesai uji baru 
sebagian dari total 
sampel yang telah 
diperiksa dan diuji. 

1. Melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi secara 
sistematis untuk 
menilai efektivitas 
proses sampling dan 
pengujian, 
mengidentifikasi tren 
ketidaksesuaian mutu 
obat. 

2. Melakukan analisis 
dan evaluasi atas hasil 
pengawasan yang 
dilaksanakan oleh UPT 

s.d. TW II 
2025 

- Monitoring 
evaluasi 
sampling dan 
pengujian TW I 

s.d. TW II 
2025 

- 

2 Persentase 
pangan 
olahan yang 
aman dan 
bermutu 

Target indikator 
tercapai, namun 
berada dalam kategori 
Tidak Dapat 
Disimpulkan (>110%). 
Hal ini disebabkan 
jumlah sampel yang 

Monitoring pelaksanaan 
UPT terkait sampling dan 
pengujian dengan konsep 
baru (Risk Based Targeted 
Sampling) 

s.d. TW II 
2025 

- Pelaksanaan 
pendampingan 
implementasi 
sampling dan 
pengujian pada 
UPT 

s.d. TW II 
2025 

- 
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No Indikator Kondisi Awal Rekomendasi Timeline 

Progres Rencana Aksi 

Kondisi Akhir Rencana aksi yang 
sudah Selesai 

Belum 

Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

selesai uji baru 
sebagian dari total 
sampel yang telah 
diperiksa dan diuji. 

3 Persentase 
PIRT yang 
aman dan 
bermutu 

Merupakan Indikator 
baru, sehingga dari 
hasil monev 
pelaksanaan UPT di TW 
1 masih ditemukan 
pelaksanaan yang 
belum sesuai dengan 
Pedoman Sampling 

Monitoring pelaksanaan 
sampling dan pengujian 
PIRT yang dilakukan UPT 
agar sesuai dengan 
Pedoman Sampling 

s.d. TW 
IV 2025  

- Melakukan 
pendampingan 
pelaksanaan 
sampling dan 
pengujian PIRT 
yang dilakukan 
oleh UPT 

s.d. TW IV 
2025  

- 
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D. Realisasi Anggaran 

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, pagu anggaran BPOM tahun 
2025 adalah sebesar Rp2.560.935.743.000. Hingga April 2025 telah direalisasikan 
sebesar Rp435.366.020.856 atau 17% dari total anggaran, dengan rincian sebagai 
berikut: 

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi % 
1 Pegawai 811.890.896.000                     301.353.408.214  37,12 
2 Barang 1.193.812.517.000                     117.726.778.917  9,86 
3 Modal 555.232.330.000                        16.285.833.725  2,93 

Total 2.560.935.743.000 435.366.020.856 17,00 
 

Pada tabel di atas terlihat bahwa belanja pegawai menunjukkan persentase realisasi 
tertinggi kemudian diikuti oleh belanja barang dan berlanja modal. Tingginya persentase 
belanja pegawai mencerminkan bahwa pembayaran gaji, tunjangan, dan kewajiban rutin 
lainnya kepada pegawai berjalan secara konsisten setiap bulan. Sementara untuk 
belanja barang dan modal rendahnya realisasi disebabkan oleh proses pengadaan 
barang yang umumnya baru mulai berjalan pada semester pertama, serta adanya 
tahapan administrasi seperti perencanaan dan pelelangan. 
 
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 
tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, total 
efisiensi (blokir) anggaran BPOM TA 2025 adalah Rp1.067.266.156.000,00. Realisasi 
anggaran BPOM per 31 Maret 2025 dengan pagu dikurangi blokir anggaran adalah 
sebesar 23,17% dari pagu Rp1.493.669.587.000,00. 
 

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

NO SASARAN STRATEGIS PAGU REALISASI % 

SS 1 Meningkatnya Efektivitas 
Pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

194.250.262.000 
 

4.520.348.382 
 

2,33 

SS 2 Menguatnya Kapasitas 
Laboratorium BPOM dalam 
Mendukung Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 

308.886.389.000 
 

9.985.300.473 
 

3,23 

SS 3 Meningkatnya Kesadaran 
Masyarakat atas Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang Aman dan 
Bermutu 

229.534.613.000 
 

3.279.304.521 
 

1,43 

SS 4 Meningkatnya Efektifitas Regulatory 
Assistance dan Kemandirian 

31.476.648.364 
 

147.240.516 
 

0,47 
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NO SASARAN STRATEGIS PAGU REALISASI % 

Industri dalam Pengembangan 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan 

SS 5 Terwujudnya Penegakan Hukum 
yang Berkeadilan Terhadap 
kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

76.092.684.000 
 

1.518.791.327 
 

2,00 

SS 6 Layanan Publik BPOM yang Prima 125.364.329.636 959.452.057 0,77 
SS 7 Terwujudnya Organisasi dan Tata 

Kelola BPOM yang Berintegritas dan 
Adaptif 

1.595.330.817.000 414.955.583.580 
 

26,01 

Total 2.560.935.743.000 435.366.020.856 17,00% 

Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu 
 
Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 (Surat Dirjen 
Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-100/PB/2025 sebagai berikut: 
1) Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan 

Pada Awal Tahun Anggaran 
b) Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi 

Anggaran 
c) Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat 

(Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) 
sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing 

2) Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending 
Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 
b) Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek 
c) Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas 

Belanja (Value For Money) 
d) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari 

Dana PHLN dan SBSN 
3) Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP) 
b) Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI 

4) Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan 
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a) Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran 

b) Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal 
c) Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya 
 

 
Efisiensi Kinerja dan Anggaran 

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan 
untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama 
atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih 
tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). 
 

Keterangan: 
IE : Indeks Efisiensi 
TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan 
kegiatan/sasar 
SE : Standar Efisiensi = 1 
Apabila IE ≥ SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE ≤ SE maka 
dianggap tidak efisien.  
 

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS/ 
INDIKATOR 

PAGU 
(RPD) 

REALISASI 
ANGGARAN 

% 
REALISASI 

KINERJA 
INDEKS 

EFISIENSI 
TINGKAT 

EFISIENSI 

SS 1 Meningkatnya 
Efektivitas 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

3.043.435.162 2.367.338.810 77,79 115,62 1,49 0,49 
(Efisien) 

IKSS 1 Persentase Sediaan 
Farmasi yang Aman 
dan Bermutu 

2.134.356.292 1.730.442.980 81,08 118,31 1,45 0,45 
(Efisien) 

IKSS 2 Persentase pangan 
olahan yang aman 
dan bermutu 

842.052.509 585.944.164 69,59 120,34 1,73 0,73 
(Efisien) 

IKSS 3 Persentase PIRT 
yang aman dan 
bermutu 

67.026.362 50.951.666 76,02 108,18 1,42 0,42 
(Efisien) 

 

𝐼𝐸 =
% Capaian Output

% Capaian Input
 𝑇𝐸 =

IE − SE

SE
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Pada tabel 3... di atas terlihat, secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang 
diukur pada Triwulan I ini menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan indeks 
efisiensi di atas 1,00 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0,42 hingga 0,73, yang 
seluruhnya dikategorikan efisien. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran 
dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan telah dilakukan secara 
efektif dan berdampak terhadap pencapaian kinerja. 

Untuk indikator IKSS 1 (Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu), efisiensi 
kinerja juga sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar 81,08%, dan kinerja 118,31, 
menghasilkan indeks efisiensi 1,45 dan tingkat efisiensi 0,45. Hal ini mengindikasikan 
bahwa alokasi anggaran yang relatif moderat mampu memberikan hasil kinerja yang 
maksimal. 

Sementara itu, indikator IKSS 2 (Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu) 
menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi, meskipun realisasi anggaran tergolong 
rendah, yakni hanya 69,59% dari pagu anggaran. Dengan indeks efisiensi 1,73 dan 
tingkat efisiensi 0,73, ini merupakan indikator dengan tingkat efisiensi tertinggi, 
menunjukkan bahwa upaya pengawasan pangan olahan sangat efektif meskipun dengan 
anggaran terbatas. 

Indikator IKSS 3 (Persentase PIRT yang aman dan bermutu) juga menunjukkan efisiensi 
yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar 76,02%, realisasi kinerja 108,18, dan 
tingkat efisiensi 0,42. Ini menjadi indikator dengan tingkat efisiensi terendah dalam 
tabel, tetapi tetap berada dalam kategori efisien. 

 
 
 
 
 
 
  



40 
 

 

A. KESIMPULAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. 
Triwulan I Tahun 2025 antara lain: 
1. Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan I Tahun 2025 adalah 115,62 dengan 

Kategori “Istimewa”. 
2. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 2 (dua) IKU memperoleh 

capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (x > 110%) dan 1 (satu) IKU 
memperoleh capaian dengan kategori Sangat Baik (100% < x ≤ 110%). 

3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 
Rp435.366.020.856 atau 17,00% dari pagu yang dikelola sebesar 
Rp2.560.935.743.000. 
 

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN 

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain: 
1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas 

proses sampling dan pengujian, mengidentifikasi tren ketidaksesuaian mutu 
obat.  

2) Sinergi antara pusat dan daerah, termasuk peran aktif UPT BPOM di seluruh 
Indonesia, menjadi fondasi dalam memperluas jangkauan pengawasan serta 
meningkatkan kualitas hasil pengawasan. 

3) Melakukan analisis atas hasil Evaluasi pelaksanaan pengawasan upt. 
4) Untuk indikator dengan kategori capaian tidak dapat disimpulkan, perlu 

dilakukan analisa target indikator. 
5) Monitoring pelaksanaan UPT terkait sampling dan pengujian dengan konsep baru 

(Risk Based Targeted Sampling). 
 

 
 

 

 

 

 

4 PENUTUP 
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LAMPIRAN 



42 
 

Lampiran 1 

 

Rencana Kinerja 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 
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Lampiran 2 
 

Perjanjian Kinerja 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 
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Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 
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Lampiran 3 

REALISASI KINERJA BPOM TRIWULAN I 2025 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 

Target 
Tahunan 

Capaian Kinerja Triwulan I 
% thd 
Target 

Tahunan 

B01 B02 B03 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

SS1 

Meningkatnya 
Efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan 

IKSS1 

Persentase 
Sediaan 
Farmasi yang 
Aman dan 
Bermutu 

72,5 0 0,00 0,00 72,5 88,63 122,25 72,5 85,80 118,34 118,34 

IKSS2 

Persentase 
pangan 
olahan yang 
aman dan 
bermutu 

78 0 0,00 0,00 78 99,14 127,10 78 93,86 120,34 120,34 

IKSS3 

Persentase 
PIRT yang 
aman dan 
bermutu 

75 0 0,00 0,00 75 86,67 115,56 75 81,13 108,18 108,18 

NKO                   115,62   

 

 

 

 

 

 

 

 



BADAN POM 2025


